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> KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
JI. Perintis k KM.10 Mak 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

Nomor : 056/UN4.5.3/PT.00/2020
Lampiran : - Makassar, 03 Januari 2020
Hal . PENELITIAN
Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

di,-

Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NORA ZURA

No. Pokok : B12115012

Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Makassar

Pembimbing  : 1. Prof. Dr. M. Djafar Saidi,SH.,MH
2. Ruslan Hambali ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk
itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan
data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima
kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,Alumni,
n Kemitra;

Dr. Muh. Hasrul ,SH.,MH
NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;

-
e

f#igenerated_by_law_information_system_fh-uh in 2020-01-03 14:13:51
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor  : 330/S.01/PTSP/2020 KepadaYth,
Lampiran : Bupati Bulukumba
Perhal - kzin Peneliti
di-
TYempat

MWMFd.manNHASMmNm:m.S.W‘mWMJM
2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NORA ZURA

Nomor Pokok : B12115012

Program Studi : Hukum Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)

Alamat : JI. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Mmmmdmmmmmw.m

judul :

" PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Januari s/d 23 Februari 2020
Sehubungan dengan hal tersebul diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. e
WMtKemﬁwmmmm.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

MWPWTM

B g

A M. YAMIN, SE.. MS,
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Teminsan Yih
7. Dekan Fak Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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PEMERINTAY KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Alamat : JI. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

an

Buiukumba, 23 Januari 2020

Nomor : 034/DPMPTSP/1/2020 Kepada
Lampiran  :- Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal : Izin Penelitian Kab. Bulukumba
Di -
Tempat

Berdasarkan Sural Kepaia Kanior Kesaluan Bangsa dan Poiiik Nomor :
070/64/Kesbangpol/l/2020 tanggal 23 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian
maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : NORA ZURA

Nomor Pokok : B12115012

Program Studi :  HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Institusi : UNHAS MAKASSAR

Alamat : JL TOWER KANJOPANG NO. 52 PERINTIS
KEMERDEKAAN MAKASSAR

Bermaksud Melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daersh Kabupaten
Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH Di KABUPATEN BULUKUMBA” yang akan berlangsing pada
tanggal 23 Januari s/d 23 Februari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di alas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan
adat - istiadat yang berlakupada masyarakat setempat;

2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;

3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpan dari izin yang diberikan;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu)
eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Polifik Kab_Bulukumba;

5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas
wakiuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum
selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. Hj. R, Krg. SUGINNA
,~Pangkat  : Pembina Utama Muda
"NIP 19610702 199003 2 002

Tembusan.

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3 Arsin
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PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 23 Januari 2020

’ Kepada
Nomor : 070/ / Kesbangpol/1/2020 Yth. Kepala Dinas P Modal dan Pelay
Sifat : Biasa Ter padu Satu Pintu Kab.Bulukumba
Lampiran : - di-
Perihal Rekomendasi Bulukumba

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 330/5.01/PTSP/2020 tanggal 20 Januari 2020 Perihal
Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini .

Nama NORA ZURA

Tempat/Tgl Lahir Sabah Tawau, 09-10-1997

No.Pokok . BI12115012

Program Studi Hukum Administrasi Negara

Jenis Kelamin Perempuan

Pekerjaan Mahasiswi Unhas Makassar

Alamat Jalan Tower Kanjopang No. 52 Perintis Kemerdekaan Makassar

Hp. 085 242 932 042

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Bulukumba dalam rangka

Panyusunan Skripsi dengan Judul

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA ™

Selama Tmt 23 Januari s/d 23 Februari 2020
Pengikut/Ang. Team  Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat lzin Penelitian

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya

\ \ ngkat | : Pembina Tk. |
NI U NIR7 19121212 199202 1001

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)

2 FKPD Kab.Bulukumba

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Makassar
4. Pertinggal
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BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Kedondong Kelurahan loka, Kabupaten Bulukumba

g PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 42 /BPD/1/2020

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Nomor 034/DPMPTSP/1/2020 tanggal 23 Januari 2020
perihal izin penelitian, maka yang tersebut dibawah ini:
Nama : NORA ZURA
Nomor Pokok : B12115012
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat :  JL Tower Kanjopang No. 52 Perintis Kemerdekaan
Makassar
Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/
pengambilan data di Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam rangka
penyelesaian tugas akhir/penyusunan skripsi pada Universitas Hasanuddin
Makassar dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bulukumba”
Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada
mahasiswa (i) yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Bulukumba, 28 Januari 2020
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